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C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
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kil 8875 — zakatul-fitri

D. Vokal Pendek
a. Fathah — a
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c. Dammah — u
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E. Vokal Panjang
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b. Kasrah +ya—1
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Contoh:
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p28 — karim
a8 — furid
F. Vokal Rangkap
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&% —> mu’annas
H. Kata Sandang Alif + Lam
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Contoh:
ol al-qiyas
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Contoh:
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I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat
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2. Ditulis mengikuti bunyi/pengucapan dalam rangkaian.

Vii



Contoh:

ALY &35 — Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam
J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kata Arab yang telah menjadi kosakata baku dalam Bahasa Indonesia dan

tercantum dalam KBBI, seperti: Al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz,
dan sebagainya.
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena
Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah: 8).
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ABSTRAK

Anton Agung Wibowo, NIM 50123016. 2026. Implementasi Keadilan Restoratif
Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan. Tesis Program
Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2)
Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Islah, Keadilan Restoratif, Hak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai
keadilan restoratif dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta
relevansi integrasi konsep Islah dan keadilan restoratif terhadap pemenuhan
nafkah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Penelitian
ini dilatarbelakangi olenh masih adanya permasalahan pemenuhan nafkah anak
pasca perceraian yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi
juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, komunikasi keluarga, dan kondisi
psikologis anak. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan model
keadilan restoratif berbasis ishlah keluarga dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian melalui integrasi konsep islah dalam hukum Islam dan teori keadilan
restoratif. Model ini menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang tidak
hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga pemulihan hubungan, dialog,
tanggung jawab moral, dan perlindungan kepentingan terbaik anak, yang masih
relatif jarang dikaji dalam studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research). Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi terhadap lima informan yang mengalami persoalan nafkah pasca
perceraian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan
restoratif, meskipun belum berjalan secara optimal. Nilai-nilai tersebut meliputi
tanggung jawab, dialog dan musyawarah, pemulihan hubungan, perlindungan
terhadap kepentingan terbaik anak, empati, dan pemaafan. Penyelesaian konflik
nafkah lebih banyak dilakukan melalui komunikasi, mediasi keluarga, dan
bantuan tokoh agama dibandingkan dengan jalur hukum formal. Selain itu,
penelitian ini menemukan bahwa integrasi konsep Islah dan keadilan restoratif
memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penyelesaian konflik nafkah pasca
perceraian karena keduanya sama-sama menekankan perdamaian, tanggung jawab
moral, pemulihan hubungan sosial, dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa integrasi kedua konsep tersebut dapat menjadi model
penyelesaian konflik nafkah anak pasca perceraian yang lebih humanis,
partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini dinilai
lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara mantan pasangan serta
menciptakan kepatuhan sukarela dalam pemenuhan nafkah anak secara
berkelanjutan.



ABSTRACT

Anton Agung Wibowo, NIM 50123016. 2026. Implementation of Restorative
Justice in Fulfilling Post-Divorce Support in Pekalongan Regency. Thesis of the
Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi
Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Keywords: Child Support, Divorce, Islah, Restorative Justice, Children's Rights.

This study aims to analyze the implementation of restorative justice values
in the practice of fulfilling child support after divorce and the relevance of
integrating the concepts of Islah and restorative justice to fulfilling child support
after divorce in Kesesi District, Pekalongan Regency. This research is motivated
by the persistent problem of fulfilling child support after divorce, which is not
only related to formal legal aspects but also influenced by social relationships,
family communication, and the child's psychological condition. The novelty of
this research lies in the formulation of a restorative justice model based on family
ishlah in fulfilling child support after divorce through an integration of the
concept of islah in Islamic law and restorative justice theory.

This model offers a conflict resolution approach that emphasizes not only
legal compliance but also relationship restoration, dialogue, moral responsibility,
and protecting the child's best interests, a concept that is still relatively rare in
Islamic Family Law studies.

This study used a qualitative approach with field research. Data sources
were obtained through interviews, observation, and documentation with five
informants experiencing post-divorce support issues. Data analysis was conducted
through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research
findings indicate that post-divorce child support practices in Kesesi District reflect
restorative justice values, although they have not yet been implemented optimally.
These values include responsibility, dialogue and deliberation, relationship
restoration, protection of the child's best interests, empathy, and forgiveness.
Support conflict resolution is more often achieved through communication, family
mediation, and assistance from religious leaders than through formal legal
channels. Furthermore, the study found that the integration of the concepts of
Islah and restorative justice is highly relevant in resolving post-divorce support
conflicts because both emphasize peace, moral responsibility, social restoration,
and the protection of children's rights. The research findings suggest that
integrating these two concepts can provide a more humane, participatory, and
child-centered model for resolving post-divorce child support conflicts. This
approach is considered more effective in maintaining good relations between
former spouses and fostering voluntary compliance with ongoing child support
obligations.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan penting
dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan
mantan pasangan dan anak. Pemenuhan nafkah dalam konteks hukum keluarga
Islam dan hukum positif Indonesia bukan semata-mata kewajiban ekonomi,
melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Namun,
dalam realitas sosial, pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian sering kali
tidak berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik
emosional, lemahnya kesadaran hukum, serta minimnya mekanisme penyelesaian
yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Kondisi tersebut menyebabkan
persoalan nafkah tidak hanya menjadi konflik hukum, tetapi juga berkembang
menjadi konflik sosial dan psikologis yang berdampak langsung pada
kesejahteraan anak dan ketahanan keluarga. Perceraian sebagai peristiwa hukum
kemudian menjadi titik awal munculnya berbagai persoalan lanjutan yang
memerlukan penyelesaian secara adil dan berkelanjutan. (Bahri, 2026).

Di Kabupaten Pekalongan, persoalan pemenuhan nafkah pasca perceraian
menunjukkan pola yang serupa. Praktik penyelesaian konflik nafkah masih
didominasi oleh pendekatan legal-formal dan prosedural yang bersifat adversarial,
sehingga para pihak lebih diposisikan sebagai pihak yang saling berhadapan
daripada sebagai subjek yang perlu dipulihkan relasi sosialnya. Pemenuhan

nafkah kemudian dipahami secara sempit sebagai kewajiban hukum yang bersifat



koersif, bukan sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Kondisi ini
memunculkan resistensi, konflik berkepanjangan, Kketidakpatuhan terhadap
putusan pengadilan, serta melemahnya hubungan sosial antara mantan pasangan
dan keluarga besar (Yana dkk., 2022).

Selama ini, penyelesaian persoalan nafkah pasca perceraian lebih banyak
ditempatkan dalam kerangka normatif-legalistik melalui putusan pengadilan dan
mekanisme eksekusi. Meskipun memberikan kepastian hukum, pendekatan
tersebut tidak selalu efektif dalam membangun kesadaran tanggung jawab dan
memperbaiki relasi sosial antara mantan suami dan mantan istri. Penelitian
Fehlberg, Smyth, dan Maclean (2011) menunjukkan bahwa penegakan hukum
semata tanpa pendekatan relasional seringkali gagal menjamin keberlanjutan
pembayaran nafkah anak karena mengabaikan dimensi psikologis dan sosial pasca
perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, nilai islah menekankan prinsip perdamaian,
rekonsiliasi, perbaikan hubungan, dan orientasi pada kemaslahatan. Sementara itu,
konsep keadilan restoratif dalam paradigma hukum modern menekankan
pemulihan relasi, tanggung jawab moral, keseimbangan sosial, serta penyelesaian
konflik yang tidak semata-mata berbasis penghukuman dan paksaan hukum.
Namun, dalam praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian, kedua pendekatan
tersebut belum terintegrasi secara sistematis, baik dalam kebijakan, praktik
peradilan, maupun kesadaran sosial masyarakat. Akibatnya, pemenuhan nafkah

lebih diposisikan sebagai relasi hak dan kewajiban yang kaku, bukan sebagai



proses pemulihan relasi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan (Yolanda,
2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem riset berupa kesenjangan
antara norma hukum, nilai keagamaan, dan realitas sosial dalam praktik
pemenuhan nafkah pasca perceraian. Di satu sisi, norma hukum mengatur
kewajiban nafkah secara formal, sementara di sisi lain, nilai-nilai islah dan prinsip
keadilan restoratif belum menjadi paradigma yang hidup dalam penyelesaian
konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah pasca perceraian
tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik, tetapi membutuhkan
pendekatan integratif yang memadukan dimensi hukum, moral, sosial, dan
spiritual.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun paradigma
baru pemenuhan nafkah pasca perceraian yang tidak hanya berorientasi pada
kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan pemulihan relasi sosial.
Integrasi nilai islah dan keadilan restoratif menjadi penting sebagai upaya
membangun model penyelesaian konflik nafkah yang lebih humanis, rekonsiliatif,
dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga, khususnya kesejahteraan anak
sebagai pihak yang paling terdampak dari konflik perceraian.

Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada pengembangan hukum
keluarga Islam kontemporer melalui integrasi pendekatan normatif-dogmatis
dengan paradigma restoratif dan rekonsiliatif. Secara praktis, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peradilan agama, pembuat kebijakan, dan

masyarakat dalam membangun sistem pemenuhan nafkah pasca perceraian yang



lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan, tetapi juga pada perbaikan praktik sosial dan kebijakan hukum
keluarga.

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa persoalan
pemenuhan nafkah pasca perceraian semakin dipahami sebagai persoalan
multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis.
Tan (2024) menemukan bahwa permasalahan nafkah anak pasca perceraian tidak
hanya dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum, tetapi juga oleh
ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pengasuhan dan lemahnya koordinasi
antara kedua orang tua setelah perceraian. Temuan tersebut diperkuat oleh
Fernqvist, Flinkfeldt, dan Tegler (2024) yang menunjukkan bahwa sengketa
nafkah seringkali berkaitan dengan konflik emosional, ketegangan relasi, dan
bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan
anak. Sejalan dengan itu, Agustina (2023) menegaskan bahwa pemenuhan hak-
hak anak pasca perceraian akan lebih efektif ketika hubungan komunikasi dan
kerja sama antara kedua orang tua tetap terjaga.

Kesadaran akan pentingnya dimensi hubungan sosial tersebut mendorong
berkembangnya kajian keadilan restoratif sebagai paradigma penyelesaian konflik
yang menekankan dialog, partisipasi para pihak, tanggung jawab moral, dan
pemulihan hubungan sosial. Baihaky dan Isnawati (2024) menjelaskan bahwa
keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan

dibandingkan model litigasi konvensional karena berupaya memulihkan kerugian



dan hubungan yang rusak akibat konflik. Penelitian Kautsar, Jamhir, dan
Shabarullah (2025) juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif semakin
relevan dalam perlindungan hak anak karena menempatkan kepentingan terbaik
anak sebagai orientasi utama penyelesaian sengketa. Namun demikian, sebagian
besar penelitian mengenai keadilan restoratif masih berfokus pada hukum pidana,
perlindungan anak, dan konflik sosial, sehingga penerapannya dalam konteks
pemenuhan nafkah pasca perceraian masih relatif terbatas.

Pada saat yang sama, kajian hukum keluarga Islam kontemporer
menunjukkan bahwa konsep islah memiliki kedekatan substansial dengan prinsip-
prinsip keadilan restoratif. Penelitian Aprinelita dan Hidayatullah (2026)
menjelaskan bahwa prinsip al-shulh atau islah dalam Al-Qur'an menempatkan
perdamaian, rekonsiliasi, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama
penyelesaian konflik keluarga. Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran
magashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan,
keharmonisan sosial, dan keberlangsungan hubungan antaranggota keluarga
(Auda, 2008). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tentang islah masih berfokus
pada aspek normatif dan mediasi keluarga secara umum, sehingga belum banyak
yang menghubungkannya dengan paradigma keadilan restoratif dalam
penyelesaian konflik nafkah pasca perceraian.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa problem pemenuhan nafkah
pasca perceraian sering berkaitan dengan rendahnya kepatuhan hukum, konflik
emosional, dan lemahnya mekanisme penyelesaian non-litigatif. Studi tentang

keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan relasi dan tanggung jawab



moral dalam penyelesaian konflik, sementara kajian tentang islah dalam hukum
Islam menegaskan bahwa perdamaian dan kemaslahatan merupakan tujuan utama
syariat. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berdiri secara
parsial dan sektoral. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan nilai islah dan
keadilan restoratif secara konseptual dan aplikatif dalam konteks pemenuhan
nafkah pasca perceraian, khususnya dalam konteks sosial Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini layak dan penting dilakukan
karena menawarkan paradigma baru berupa Implementasi Keadilan Restoratif
pada Pemenuhan Nafkah Anak dalam Perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan realitas sosial,
tetapi juga membangun model konseptual dan praktis pemenuhan nafkah yang
berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan relasi, dan kemaslahatan
keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep
islah dalam hukum keluarga Islam dengan paradigma keadilan restoratif dalam
menganalisis dan membangun model penyelesaian konflik nafkah pasca
perceraian, suatu pendekatan yang masih sangat terbatas ditemukan dalam
penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki
relevansi akademik, sosial, dan kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih humanis, rekonsiliatif, dan

berkeadilan restoratif.



1.2 Identifikasi Masalah

Dari deskripsi latar belakang penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang

dapat diidentifikasi:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Pemenuhan nafkah pasca perceraian masih dipahami secara legalistik
formal dan bersifat koersif.

Rendahnya integrasi nilai islah dalam praktik penyelesaian konflik
nafkah.

Belum diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam konflik
keluarga pasca perceraian.

Lemahnya mekanisme pemulihan relasi sosial antara mantan pasangan.

1.3 Pembatasan Masalah

131

1.3.2

1.3.3

134

1.35

Pemenuhan nafkah pasca perceraian.

Integrasi nilai islah dalam hukum Islam.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik keluarga.
Praktik sosial pemenuhan nafkah di Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan.

Penelitian ini tidak membahas secara rinci aspek teknis hukum acara
peradilan, perhitungan nominal nafkah, maupun aspek pidana terkait

pelanggaran kewajiban nafkah.

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1. Bagaimana Implementasi keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah

anak pada perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?



1.4.2. Bagaimana relevansi integrasi islah dan keadilan restoratif terhadap
praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi

Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Untuk menganalisis nilai-nilai keadilan restoratif dalam pemenuhan
nafkah pada perceraian dikecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

1.5.2 Untuk menganalisis relevansi integrasi islah dan keadilan restoratif
terhadap praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian dikecamatan
kesesi Kabupeten Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis. sebagai berikut:
1.6.1. Manfaat teoritis:

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum
keluarga Islam kontemporer melalui integrasi teori islah dan
keadilan restorative.

b. Memperkaya khazanah keilmuan dengan membangun paradigma
baru pemenuhan nafkah pasca perceraian yang berorientasi pada
keadilan substantif, pemulihan relasi sosial, dan kemaslahatan

keluarga.



1.6.2. Manfaat praktis :

a. Memberikan kontribusi bagi tokoh agama dan masyarakat dalam
membangun budaya penyelesaian konflik keluarga yang humanis
dan damai.

b. Mendorong kesadaran sosial bahwa nafkah merupakan amanah
moral dan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban

hukum formal.
c. Mendukung perlindungan kesejahteraan anak sebagai tujuan
utama pemenuhan nafkah pasca perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian tentang
integrasi islah dan keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dipaparkan identifikasi masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian pustaka, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan. Keseluruhan
pembahasan pada bab ini menjadi dasar untuk memahami urgensi dan arah
penelitian yang dilakukan.
BAB Il KEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN

Bab kedua menguraikan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian.
Pembahasannya meliputi konsep keadilan restoratif (restorative justice), konsep

islah dalam hukum Islam, teori nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif
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hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta teori-teori pendukung yang
relevan. Di samping itu, disajikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritis
yang menjadi pijakan dalam menganalisis data penelitian.
BAB |1l METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Uraian mencakup jenis dan
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
gambaran mengenai prosedur penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dan
ilmiah.
BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN KESESI

Bab keempat menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pembahasan meliputi kondisi
geografis, demografis, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masyarakat.
Selain itu, diuraikan pula kondisi umum perceraian dan praktik pemenuhan
nafkah anak pasca perceraian sebagai konteks sosial yang melatarbelakangi
penelitian.
BAB V DATA DAN TEMUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KABUPATEN PEKALONGAN

Bab kelima memuat penyajian data hasil penelitian dan berbagai temuan
yang diperoleh di lapangan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di

Kabupaten Pekalongan. Uraian mencakup bentuk pemenuhan nafkah anak,
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tanggung jawab orang tua setelah perceraian, problematika yang dihadapi para
pihak, serta praktik penyelesaian konflik yang berkembang di masyarakat. Selain
itu, disajikan pula temuan mengenai nilai-nilai keadilan restoratif dan praktik islah
yang ditemukan dalam realitas sosial masyarakat.
BAB VI INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH
TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Bab keenam berisi analisis terhadap data dan temuan penelitian dengan
menggunakan perspektif keadilan restoratif dan konsep islah dalam hukum Islam.
Analisis difokuskan pada implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam
praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta relevansi integrasi konsep
islah dan keadilan restoratif dalam membangun model penyelesaian konflik
nafkah yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan anak.
Pada bagian ini juga dijelaskan kontribusi teoretis, implikasi praktis, serta
kebaruan penelitian yang dihasilkan.
BAB VII PENUTUP

Bab penutup memuat simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan. Selain itu, dikemukakan implikasi penelitian terhadap
pengembangan hukum keluarga Islam, konsep keadilan restoratif, dan praktik
penyelesaian konflik keluarga di masyarakat. Sebagai bagian akhir, disampaikan
saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, lembaga peradilan, pembuat
kebijakan, dan peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi untuk pengembangan
kajian maupun praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masa yang

akan datang.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Implementasi nilai keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menunjukkan, bahwa
penyelesaian konflik lebih efektif dilakukan melalui tanggung jawab, dialog,
musyawarah, dan pemulihan hubungan antar orang tua dengan tetap
mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menemukan model
keadilan restoratif berbasis ishlah keluarga yang mengintegrasikan prinsip
tanggung jawab, partisipasi, dan rekonsiliasi dengan nilai perdamaian dalam
hukum Islam. Melalui pendekatan ini, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral
dan sosial yang mendukung kesejahteraan serta perlindungan anak pasca
perceraian

Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi ishlah dan keadilan restoratif
merupakan pendekatan yang relevan dalam penyelesaian konflik nafkah anak
pasca perceraian. Integrasi kedua konsep tersebut tidak hanya mendorong
pemenuhan kewajiban nafkah secara sukarela, tetapi juga memperkuat hubungan
sosial pasca perceraian, mengurangi konflik berkepanjangan, dan mendukung

perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

100
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7.2. Implikasi

Penyelesaian persoalan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan secara
lebih efektif melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan
pemulihan hubungan dibandingkan semata-mata mengandalkan mekanisme
hukum formal. Pendekatan tersebut terbukti membantu menjaga komunikasi
antarorang tua, memperkuat tanggung jawab terhadap anak, serta meminimalkan
dampak psikologis perceraian.

Secara teoritis, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa model
integratif antara ishlah dalam hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip keadilan
restoratif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Selama ini, kajian nafkah pasca
perceraian umumnya berfokus pada aspek normatif yuridis atau kepatuhan
terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan
nafkah juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, moral, dan relasional yang dapat
dijelaskan melalui integrasi ishlah dan keadilan restoratif.

Kontribusi teoritis tersebut memperkaya pengembangan studi hukum
keluarga Islam dengan menempatkan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya
sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang
harus diwujudkan melalui dialog, kesadaran bersama, dan pemulihan hubungan
demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang
bagi pengembangan paradigma penyelesaian sengketa keluarga yang lebih

humanis, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan relasi sosial.
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7.3. Saran

1. Bagi mantan pasangan suami istri yang telah bercerai, penting untuk tetap
menjaga komunikasi yang baik dan mengutamakan musyawarah dalam
menyelesaikan persoalan nafkah anak. Mantan suami juga diharapkan
tetap menjalankan kewajiban nafkah sesuai kemampuan sebagai bentuk
tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak.

2. Bagi keluarga, tokoh agama, dan masyarakat, perlu terus berperan sebagai
mediator sosial yang membantu penyelesaian konflik pasca perceraian
melalui pendekatan dialogis, kekeluargaan, dan nilai-nilai perdamaian
sehingga konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang
berkepanjangan.

3. Bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga peradilan, hasil
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan
mekanisme penyelesaian sengketa keluarga berbasis ishlah dan keadilan
restoratif guna memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian secara
lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan
melibatkan jumlah informan yang lebih luas, wilayah penelitian yang
berbeda, atau mengkaji implementasi model integrasi ishlah dan keadilan
restoratif dalam berbagai bentuk sengketa keluarga lainnya, seperti hak
asuh anak, pembagian harta bersama, maupun tanggung jawab pengasuhan

pasca perceraian.
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